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KATA PENGANTAR 

 

 

 

uku ini, diberi judul Parasitisme Hukum, hadir sebagai 

refleksi kritis terhadap fenomena yang berkembang dalam 

praktik hukum kontemporer. Di tengah arus globalisasi 

dan dinamika sosial yang terus berubah, hukum yang seharusnya 

menjadi alat penegakan keadilan dan keseimbangan sosial, justru 

sering kali dijadikan sarana untuk memperkuat dominasi 

kekuasaan tertentu. Hukum, dalam pandangan ini, tidak lagi 

menjadi penuntun moral dan etis, melainkan telah dirasuki sifat 

benalu—sebuah entitas yang menggerogoti esensi sejatinya. 

Sebagai praktisi dan akademisi hukum, saya merasa 

terpanggil untuk mengungkap ketidakberesan ini, yang terjadi 

ketika hukum diperalat untuk tujuan kekuasaan dan kepentingan 

sesaat, jauh dari cita-cita keadilan yang hakiki. Fenomena 

parasitisme hukum ini menunjukkan bagaimana hukum, yang 

seharusnya memberikan perlindungan kepada seluruh lapisan 

masyarakat, justru kerap dimanfaatkan oleh aparatur yang 

kehilangan wibawa dan integritasnya. Mereka yang seharusnya 

menjadi penjaga nilai-nilai moral dalam sistem hukum malah 

terperosok dalam praktik-praktik yang menumbuhkan 

ketidakadilan dan ketimpangan. 

Buku ini disusun tidak hanya sebagai wujud kegelisahan, 

tetapi juga sebagai seruan untuk merefleksikan kembali nilai-nilai 

dasar yang mengatur setiap tatanan hukum. Melalui pendekatan 

yang mengedepankan analisis kritis dan integratif, saya berusaha 

menggali lebih dalam akar masalah yang menyebabkan hukum 

tidak lagi berpihak pada keadilan, melainkan pada kepentingan 

tertentu yang menyuburkan ketidakadilan struktural. 

B 
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Dalam perspektif akademik, tulisan ini berupaya 

memberikan kontribusi terhadap diskursus hukum yang semakin 

kompleks, dengan mengusung argumentasi yang didasarkan pada 

teori hukum yang mendalam serta fakta-fakta nyata yang terjadi di 

lapangan. Namun, lebih dari sekadar kajian akademik, buku ini 

juga bertujuan untuk menggugah pemikiran praktis bagi para 

pelaku hukum, baik itu legislatif, yudikatif, maupun eksekutif, 

untuk kembali mengembalikan fungsi hukum sebagai alat 

pencipta keadilan dan kesejahteraan bersama. 

Deskripsi dalam narasi ini mengkedepankan keseimbangan 

antara teori dan praktik, dan saya berharap Parasitisme Hukum 

dapat menjadi salah satu bacaan penting yang menginspirasi 

perubahan dalam cara kita memahami dan menjalankan hukum, 

menuju sistem hukum yang lebih adil dan berwibawa. 

 

Medan, Mei 2025 

Penulis,  

 

 

 

Taufik Siregar 
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“Parasistisme Hukum adalah suatu pandangan dalam 

menyikapi realitas hukum (das sein), baik pada pembuatan 

hukum (law making) dan pelaksanaan hukum (law 

enforcement), yang tidak memberi keadilan dan manfaat 

sebagai akibat dari campur tangan politik kekuasaan, atau 

dengan kata lain sebagai kerusakan hukum” 
 

 

 

 

 

 

"Parasitisme Hukum, ibarat racun dalam sistem hukum, dia 

merusak anatomi keadilan, menyebarkan toksin dalam 

susbtansi dan struktur hukum, dan menjadikan penegakan 

hukum kehilangan manfaat bagi masyarakat. Tanpa 

pembenahan, keadilan hanya menjadi bayangan yang 

terus menjauh." 
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